
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Ne ara Re ublik 

a. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Mengsyaratkan bahwa Rencana . Kerja Pemerintah 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah 
Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 
J angka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana 
Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi; 

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 
ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, 
dalam hal ini Daerah melaksanakan Pemilihan Kepala 
Daerah pada Tahun 2018 dan/ atau Dokumen RPJMD.. _. 
berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2019 mengacu pada 
arah Kebijakan dan sasaran Pokok RPJPD, RPJMD 
Provinsi, Program Prioritas Nasional dalam RKP untuk 
RKPD Kabupaten/Kota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019; 

BUP.ATI KOLAKA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 
NOMOR / 5 TAHUN 2018 

BUPATI KOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang- - 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 'Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 3); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2019 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 550); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunari Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Tahun 2016 Nomor 5); 



Pasal 3 
RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kolaka 
fT\-1-·-·- ""1 .. ",.... .. " 

Pasal 2 
RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Kolaka dalam jangka 
waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
2019 dan berakhir pada tanggal 3 1 Desem ber 2019. 

BAB II 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I 

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 
2. Bupati adalah Bupati Kolaka; 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Kol aka; 
4. Dewan Perwakilan !Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka; . 
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019 yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
selama tahun 2014-2019; 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat'Daerah yang 
disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 
selama tahun 2014-2019; 

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjunya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
untuk periode selama 1 (satu) tahun; 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah yang disingkat 
RenjaSKPD adalah dokumen perencanaan tahunan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

9. RKPD Tahun 2019 adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAti (RKPD) KABUPATEN KOLAKA 
TAHUN 2019. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



Pasal6 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka. 

ditetapkan di kolaka 
pada tanggal .;2. ~ flCINI !l.01 B 

fo'nc.- BUPATI KOLA.KA(.[ - - J~ 
r,AHMA~ 

diundangkan di k..Qlaka 
pada tanggal .2 tJ ,J UIJI 

~ SEKRETARIS DAERAH 

f ~ KABr:;E:::r 
- 

~POITU MURTOPO 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 
digunakan sebagai dasar Penyusunan KU A Tahun Anggaran 
2019 dan PPAS Tahun Anggaran 2019. 

• r • 

Pasal 4 

(1) RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai berikut: 
BABI : PENDAHULUAN 
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 

DAE RAH 
BAB IV : SASARAN DAN1PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAE RAH 
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 
BAB VII : PENUTUP 

(2) Naskah RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 


